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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 

Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Desa Bunder dan Desa Salam, telah 

berjalan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis- 

HK.02/III/2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program ini dilaksanakan melalui tahapan- 

tahapan sistematis seperti perencanaan, penetapan lokasi, pengumpulan data 

fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah. Tujuan utamanya 

adalah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, 

terutama di wilayah pedesaan. Di Desa Bunder, sebanyak 845 bidang tanah 

telah diverifikasi, sedangkan di Desa Salam realisasi melebihi target, yakni 

mencapai 810 bidang. Jenis proses pendaftaran yang dominan adalah waris, 

hibah, konversi, dan jual beli, dengan mayoritas peserta berasal dari Kluster 1 

dan 2, yang terdiri atas masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah, 

yang menunjukkan bahwa program ini benar-benar menyasar masyarakat 

berpenghasilan rendah dan menengah seperti petani dan buruh. 

Hambatan dalam pelaksanaan PTSL masih ditemukan di lapangan, baik 

yang bersifat administratif maupun teknis. Salah satu kendala utama adalah 

rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas 

kepemilikan tanah, khususnya dalam hal konversi hak tanah adat (Letter C) 

menjadi sertifikat hak milik. Masih banyak warga yang mengandalkan 
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dokumen tradisional yang tidak memiliki kekuatan hukum penuh. Di samping 

itu, terdapat kendala dalam pengumpulan data fisik dan yuridis, seperti tidak 

lengkapnya informasi status hukum bidang tanah serta terbatasnya akses 

komunikasi di wilayah desa, yang berdampak pada efektivitas koordinasi 

antara panitia ajudikasi dan pemegang hak tanah. Meski demikian, hambatan- 

hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan aktif panitia, penyuluhan, 

serta mediasi dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat. 

Program PTSL di kedua desa ini menunjukkan kontribusi signifikan dalam 

mendorong tertib administrasi pertanahan dan menjamin kepastian hukum bagi 

warga. 

B. SARAN 
 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gunungkidul 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Gunungkidul perlu meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan PTSL melalui sosialisasi yang lebih masif dan terarah kepada 

masyarakat, terutama terkait pentingnya konversi hak atas tanah adat 

menjadi hak milik. Upaya ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh 

masyarakat dan aparat desa untuk memperkuat penyampaian informasi 

serta mendorong partisipasi aktif warga. 

2. Mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PTSL, seperti kurangnya 

dokumen pendukung dan terbatasnya komunikasi, memerlukan strategi 

penanganan terpadu. Pemerintah dapat memfasilitasi pemberian bukti 
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alternatif penguasaan tanah, serta meningkatkan infrastruktur komunikasi 

dan koordinasi antar pihak terkait. Evaluasi berkala dan pemberian insentif 

juga disarankan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

mempercepat proses sertifikasi. 
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